
BUPATI PESISIR BARAT 

PROVIKSI LAMPUNG 

PERATURAlf BUPATI PESISIR BARAT 
KOMOR 50 TABUK 2016 

TEKTAKG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DEKGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

BUPATI PESISIR	 BARAT, 

Menimbang a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Pesisir Barat dapat dilaksanakan dengan 
efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, 
transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua 
pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 
baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi 
kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat; 

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut 
pada huruf a diatas dipandang perlu menyusun Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017 yang 
diatur dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7S, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38S1); 

2.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Nomor 4438 ); 

5.	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5364); 

6.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
teIah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban kedua 
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
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11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12.	 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Uasa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya; 

14.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

15.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14); 

16.	 Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) 

17.	 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
33/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Standar Biaya 
Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 455); 

18.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten 
Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
Tahun 2014 Nomor 35); 
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19.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat ,Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 36); 

20.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KeIja Dinas 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 37); 

21.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 38); 

22.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Pesisir 
Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
Tahun 2014 Nomor 39); 

MEMUTUSKAB: 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH (APBD) KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

BASI
 
KETENTUAN UMUM
 

Bagian Kesatu
 

Pengertian
 

Pasal1
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1.	 Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat; 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; 
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3.	 Bupati adalah Bupati Pesisir Barat; 

4.	 Sekretaris Daerah Kabupaten yang seIanjutnya disebut Sekretaris 
Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat; 

5.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten 
Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017; 

6.	 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
adalah suatu pedoman pelaksanaan APBD yang disusun dalam 
Peraturan Bupati; 

7.	 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut; 

8.	 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; 

9.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

10.	 Satuan KeIja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggararr/pengguna barang; 

11.	 Satuan KeIja Pengelola Keuangan Daerah yang seIanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggararr/pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah; 

12.	 Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah; 

13.	 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah; 

14.	 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang seIanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan keIja pengelola keuangan daerah yang 
seIanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah; 
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15.	 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah; 

16.	 Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya; 

17.	 Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah; 

18.	 Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa 
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
tugas BUD; 

19.	 Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; 

20.	 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat 
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD; 

21.	 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 

22.	 Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD; 

23.	 Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 

24.	 Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program; 

25.	 Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan 
serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiiri dari pejabat perencana 
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan; 

26.	 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA­
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD 
sebagai dasar penyusunan APBD; 
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27.	 Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 
dinas keuangan selaku Bendahara Umum Daerah; 

28.	 Kinerja adalah keluararr/hasil dari kegiatan /program yang akan atau 
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang terukur; 

29.	 Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang 
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi 
SKPD; 

30.	 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut 
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 
bentuk barangfjasa; 

31.	 Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 

32.	 Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 
dan tujuan program dan kebijakan; 

33.	 Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program; 

34.	 Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah; 

35.	 Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; 

36.	 Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah; 

37.	 Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; 

38.	 Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih; 

39.	 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; 

40.	 Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah; 
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41.	 Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah; 

42.	 Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali danj'atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya; 

43.	 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran; 

44.	 Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang 
dan pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali; 

45.	 Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai 
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah; 

46.	 Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah 
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai 
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, peIjanjian, 
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; 

47.	 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mmendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi 
dalam satu tahun anggaran; 

48.	 Investasi Daerah adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau 
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 

49.	 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran; 

50.	 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan 
anggaran dinas keuangan selaku Bendahara Umum Daerah; 

51.	 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan 
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran; 
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52.	 Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan 
kegiatan dalam setiap periode. 

53.	 Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP; 

54.	 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan kegiatanj'bendahara pengeluaran untuk rnengajukan 
permintaan pembayaran; 

55.	 SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) 
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 

56.	 SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung; 

57.	 SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan 
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 
pembayaran langsung dan uang persediaan; 

58.	 SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji 
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK; 

59.	 Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggara/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD; 

60.	 Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaranykuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang 
persediaan untuk mendanai kegiatan; 

61.	 Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
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anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk 
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan; 

62.	 Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggararr/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 
atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya 
melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan 

63.	 Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM­
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD kepada pihak ketiga; 

64.	 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang 
diterbitkan BUD berdasarkan SPM; 

65.	 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 

Bagian Kedua
 
Maksud dan Tujuan
 

Pasal2
 

Maksud Pedoman Pelaksanaan APBD ini adalah sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013. 

Pasal3 

Tujuan Pedoman Pelaksanaan APBD ini adalah agar pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara efisien, efektif, terbuka 
dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. 

Bagian Ketiga
 
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Pasal4
 

(1)	 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan 
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bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, 
dan manfaat untuk masyarakat; 

(2)	 Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa 
keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang 
didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

(3)	 Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 

(4)	 Efektif sebagaimana dimaksud ayat (I) merupakan pencapaian hasil 
program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 
membandingkan keluaran dengan hasil; 

(5)	 Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian 
keluaran yang maksimum dengan masukan terendah untuk mencapai 
keluaran tertentu; 

(6)	 Ekonomis sebagaimana dimaksud ayat (I) merupakan perolehan 
masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. 

(7)	 Transparan sebagaimana dimaksud ayat (I) merupakan keterbukaan 
atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil dan pelaksanaannya 
dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau 
regulasi yang ditetapkan 

(8)	 Bertanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (I) merupakan 
berkewajiban untuk menanggung dan memikul segala sesuatu yang 
telah atau sudah terjadi dan dialami 

BABII 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

PasalS 

(1)	 Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

(2)	 Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; 
c. menetapkan kuasa pengguna anggaranjpengguna barang; 
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d.	 menetapkan bendahara penerimaan darr/atau bendahara 
pengeluaran; 

e.	 menetapkan pejabat yang bertugas, melakukan pemungutan 
penerimaan daerah; 

f.	 menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang 
dan piutang daerah; 

g.	 menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang 
milik daerah; dan 

h.	 menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 
tagihan dan memerintahkan pembayaran. 

(3)	 Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: 
a.	 Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; 
b.	 kepala SKPKD selaku PPKD; dan 
c.	 kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaranj pengguna 

barang. 

(4)	 Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara 
yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan 
uang. 

Bagian Kedua
 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Pasal6 

(1)	 Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 
berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati 
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan Daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. 

(2)	 Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi 
dibidang: 
a.	 penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 
b.	 penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang 

daerah; 
c.	 penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 
d.	 penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
e.	 tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat 

pengawas keuangan daerah; dan 
f	 penyusunan Iaporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
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(3)	 Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas: 
a.	 memimpin TAPD; 
b.	 menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 
c.	 menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 
d.	 memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 

dan 
e	 melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan 

daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. 

(4)	 Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

kepada Bupati. 

Bagian Ketiga
 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 

Pasal 7
 

(1)	 Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 
a	 menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah; 
b.	 menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 
c.	 melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan 

Peraturan Daerah; 
d.	 melaksanakan fungsi BUD; 
e.	 menyusun laporan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD; 

dan 
f .	 melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 

oleh Bupati. 

(2)	 PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 
a.	 menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b.	 mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 
c.	 melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d.	 memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 
e.	 melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f.	 menetapkan SPD; 
g.	 menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas 

nama pemerintah daerah; 
h.	 melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
i.	 menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
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j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 
penghapusan barang milik daerah. 

k.	 mengelola Dana Kas Daerah untuk didepositokan dalam rangka 
peningkatan PAD; 

(3)	 PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja 
pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. 

(4)	 PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Pasa18 

(1)	 Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

(2)	 Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: 
a.	 menyiapkan anggaran kas; 
b.	 menyiapkan SPD; 
c.	 menerbitkan SP2D; 
d.	 menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; 
e.	 memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 
f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 
g. menyimpan uang daerah; 
h. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/menatausahakan investasi daerah; 
i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 
j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 
k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 
1. melakukan penagihan piutang daerah. 

(3)	 Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
BUD. 

Pasa19 

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD 
untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: 
a.	 menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 
b.	 melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
c.	 melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
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d.	 menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama 
pemerintah daerah; 

e.	 melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
f.	 menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
g.	 melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan 

barang milik daerah. 

Bagian Keempat
 
Pejabat Pengguna Anggarari/Pengguna Barang
 

PasallO 

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang 
mempunyai tugas: 
a.	 menyusun RKA - SKPDj 
b.	 menyusun DPA-SKPD; 
c.	 melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja; 
d.	 melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e.	 melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
f.	 melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak; 
g.	 mengadakan ikatanj'perjanjian kerjasarna dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h.	 menandatangani SPMj 
1.	 mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya; 
j.	 mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 

tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; 
k.	 menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 
1.	 mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
m.	 melaksanakan tugas-tugas pengguna anggararr/pengguna barang 

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan 
n.	 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

Bagian Kelima
 
Pejabat Kuasa Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna Barang
 

Pasalll
 

(1)	 Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang dalam melaksanakan 
tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 
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kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaranjkuasa 
pengguna barang; 

(2)	 Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran 
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi danjatau 
rentang kendall dan pertimbangan objektif lainnya; 

(3)	 Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Keputusan Bupati; 

(4)	 Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja; 

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 
c.	 melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
d.	 mengadakan ikatanjperjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 
e.	 menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; 
f.	 mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan, 
g.	 melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya 

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna 
anggaran. 

(5)	 Kuasa pengguna anggaran j kuasa pengguna barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya 
kepada pengguna anggaranj pengguna barang. 

Bagian Keenam
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
 

Pasal12
 

(1)	 Pejabat pengguna anggaranjpengguna barang dan kuasa pengguna 
anggaranjkuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan 
kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK; 

(2)	 Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, 
lokasi, danjatau rentang kendall dan pertimbangan objektiflainnya; 

(3)	 PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaranjpengguna barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaranjpengguna barang; 

(4)	 PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaranjkuasa 
pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
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Bagian Kedua
 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
 

Paragraf I
 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
 

Pasa117
 

(1)	 PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang 
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar 
menyusun rancangan DPA-SKPD; 

(2)	 Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I), merinci 
sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang 
disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan 
dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan; 

(3)	 Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling 
lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasa118 

(1)	 Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD 

(2)	 DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
Program/Kegiatan SKPD; 

(3)	 DPA-PPKD digunakan untuk menampung : 

a.	 Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan 
hibah; 

b.	 Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan 
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Dan Belanja 
Tidak Terduga; dan, 

c.	 Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. 

Pasa119 

(1)	 TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama 
dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak 
ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD; 

(2)	 Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan 
Sekretaris Daerah; 

(3)	 DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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(4)	 apabila bendahara penerirnaan / bendahara pengeluaran sesudah 3 
(tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, rnaka dianggap 
yang bersangkutan telah rnengundurkan diri atau berhenti dari jabatan 
sebagai bendahara penerimaan / bendahara pengeluaran dan oleh 
karena itu segera diusulkan penggantinya. 

BAB III
 

PELAKSANAAN APBD
 

Bagian Kesatu
 
Azas Urnurn Pelaksanaan APBD
 

PasalI6
 

(1)	 Sernua penerirnaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka 
peIaksanaan urusan pernerintahan daerah dikelola dalam APBD; 

(2)	 Setiap SKPD yang rnernpunyai tugas rnernungut dan/atau rnenerima 
pendapatan daerah wajib rnelaksanakan pemungutan dan/atau 
penerirnaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan; 

(3)	 Penerirnaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk rnembiayai 
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang­
undangan; 

(4)	 Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas 
urnurn daerah paling lama 1 (satu) hari kerja; 

(5)	 Jurnlah belanja yang dianggarkan dalam APBD rnerupakan batas 
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja; 

(6)	 Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk 
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam 
APBD; 

(7)	 Pengeluaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) dapat dilakukanjika 
dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
perubahan APBD danratau disarnpaikan dalam laporan realisasi 
anggaran; 

(81	 Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

(9)	 Setiap SKPD dilarang rnelakukan pengeluaran atas beban anggaran 
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan da1arn APBD; 

(10)	 Pengeluaran belanja daerah rnenggunakan prinsip hernat, tidak mewah, 
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
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Bagian Kedelapan
 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran
 

Pasall4
 

(1)	 Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan 
bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan 
pelaksanaan anggaran pada SKPD; 

(2)	 Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana ayat 
(1) adalah pejabat fungsional; 

(3)	 Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara 
langsung rnaupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan 
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau 
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan f pekerjaan f penjualan, serta 
membuka rekening f giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank 
atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi; 

(4)	 Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan Bendahara 
penerimaan pembantu dan Bendahara pengeluaran pembantu pada unit 
kerja terkait; 

(5)	 Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku 
BUD. 

Pasal 15 

Dalam hal Bendahara PenerimaanfBendahara Pengeluaran berhalangan 
dalam melaksanakan tugasnya, maka: 

(1)	 apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, 
bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada 
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas 
bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan 
yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD; 

(2)	 apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, 
bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada 
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas 
bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran 
yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD; 

(3)	 apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, 
hams ditunjuk pejabat bendahara penerimaan f bendahara 
pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima; 
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jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna 
anggaran/kuasapengguna barang; 

(5)	 PPTK mempunyai tugas mencakup: 
a.	 mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
b.	 melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 
c.	 menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

(6)	 PPTK dapat dibantu dengan 1 (satu) orang atau lebih Pembantu PPTK. 

(7)	 Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c 
mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen 
administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 

Bagian Ketujuh
 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
 

Pasa113
 

(1)	 Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala 
SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD; 

(2)	 PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a.	 meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang 

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui 
oleh PPTK; 

b.	 meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan 
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran; 

c.	 melakukan veriftkasi SPP; 
d.	 menyiapkan SPM; 
e.	 melakukan verifikasi harlan atas penerimaan; 
f.	 melaksanakan akuntansi SKPD; dan 
g.	 menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

(3)	 PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas 
melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, 
danj'atau PPTK. 
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disampaikan kepada kepala SKPD, satuan keIja pengawasan daerah, 
dan	 Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
tanggal disahkan; 

(4)	 DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai 
dasar pe1aksanaan anggaran o1eh kepala SKPD selaku pengguna 
anggaranj pengguna barang. 

Paragraf2
 
Anggaran Kas
 

Pasal20
 

(1)	 Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan 
anggaran kas SKPD; 

(2)	 Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada PPKD se1aku BUD bersamaan dengan rancangan 
DPA-SKPD; 

(3)	 Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan 
dengan pembahasan DPA-SKPD. 

Pasal21 

(1)	 PPKD se1aku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna 
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai penge1uaran­
penge1uaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum 
dalam DPA-SKPD yang te1ah disahkan; 

(2)	 Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan 
arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus 
kas ke1uar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan 
dalam setiap periode; 

Bagian Ketiga
 
Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
 

Pasal22
 

(1)	 Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum 
daerah; 

(2)	 Setiap pendapatan harus didukung o1eh bukti yang lengkap dan sah. 

Pasal23 

(1)	 Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib 
mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan 
tanggung jawabnya; 
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(2)	 SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah. 

Pasal24 

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung 
sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi danjatau 
pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau 
pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank 
serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan 
lainnya merupakan pendapatan daerah. 

Pasal25 

(1)	 Pengembalian atas kclebihan pendapatan dilakukan dengan 
membebankan pada pendapatan SKPD yang bersangkutan untuk 
pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sarna; 

(2)	 Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun­
tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga; 

(3)	 Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus 
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

Pasa126 

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah 
yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat 
sebagai pendapatan daerah. 

Bagian Keempat
 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
 

Pasal27 

(1)	 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah; 

(2)	 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mcndapat 
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas 
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; 

(3)	 Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah; 
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(4)	 Dalam hal penetapan APBD mengalarni keterlambatan Bupati 
melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar 
seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya; 

(5)	 Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibatasi hanya untuk belanja 
yang bersifat tetap seperti beIanja pegawai, layanan jasa dan keperluan 
kantor sehari-hari. 

Pasal28 

(1)	 Mekanisme Penyaluran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi 
Hasil, Bantuan Keuangan, BeIanja Tidak Terduga dan Pengeluaran 
Pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

(2)	 Pennintaan Pembayaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi 
Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran 
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran Satuan KeIja Pengelola Keuangan Daerah ( 
Bendahara Pengeluaran SKPKD ), dengan Menerbitkan SPP-LS yang 
diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui 
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PPKAD Kabupaten 
Pesisir Barat berdasarkan permohonan yang diajukan penerima 
bantuan dimaksud; 

(31	 Penerima Hibah wajib membuka rekening bank untuk transfer dana 
dimaksud dengan memenuhi kelengkapan administrasi hibah sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

(4)	 Penerima Bantuan Sosial, BeIanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, 
Belanja Tidak Terduga Dan Pengeluaran Pembiayaan wajib membuka 
rekening bank untuk transfer dana dimaksud, dengan ketentuan 
apabila bantuan yang diterima diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta 
rupiah), untuk selanjutnya dana bantuan akan ditransfer ke rekening 
bank yang bersangkutan. 

(5)	 Khusus untuk bantuan yang diserahkan langsung oleh Bupati, maka 
penerima bantuan tidak perlu membuka rekening. Bantuan tersebut 
direalisasikan oleh bendahara pengeluaran dan diserahkan kepada 
Bupati untuk disampaikan kepada penerima bantuan; 

(6)	 Bantuan yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta 
rupiahj diberikan melalui SP2D-TU Bendahara Pengeluaran dan 
selanjutnya Bendahara Pengeluaran membayarkan kepada pihak 
penerima Bantuan; 

(7)	 Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dipertanggungjawabkan oleh penerima Hibah sebagai objek 
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pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana 
dilengkapi bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah 
dan peraturan perudang-undangan lainnya, yang disarnpaikan kepada 
Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 

(8)	 Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) 
dan ayat (6) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam 
bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya. 
Khusus belanja bantuan partai politik dipertanggungjawabkan 
menurut ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku; 

(9)	 Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (6) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh penerima 
bantuan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah; 

Pasal29 

(1)	 Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan 
dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan 
bencana alam danjatau bencana sosial, termasuk pengembalian atas 
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah 
ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan 
kepada DPRD paling lama I (satu) bulan terhitung sejak keputusan 
dimaksud ditetapkan; 

(2)	 Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari 
instansijlembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan 
efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan 
terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara; 

(3)	 Pimpinan instansijlembaga penerima dana tanggap darurat 
bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung 
dan Bupati; 

(4)	 Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga 
untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 
dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

Pasal30 

Bendahara pengeluaran wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak 
yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro, serta menyetorkan 
pajak daerah ke rekening kas daerah pada bank yang ditetapkan oleh 
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Bupati dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal31 

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
tersendiri. 

Pasal32 
Untuk kelanearan pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna 
anggaranjkuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang 
dikelola oleh bendahara pengeluaran. 

Bagian Kelima
 
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
 

Paragraf 1
 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya
 

Pasal33
 

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan 
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: 
a.	 menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih keeil 

daripada realisasi belanja; 
b.	 mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; 

dan 
c.	 mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan. 

Pasal34 

(1)	 Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimanan dimaksud dalam pasal33 
huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh 
PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPDj tahun anggaran 
berikutnya; 

(2)	 Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan 
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik 
maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan 
Desember tahun anggaran berjalan; 
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(3)	 Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih 
dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut: 
a.	 sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dari/atau belum 

diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; 
b.	 sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau 
c.	 SP2D yang belum diuangkan. 

(4)	 DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan 
penyelesaian pembayaran. 

(5)	 Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk OPAL memenuhi 
kriteria 

a.	 PekeIjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun 
anggaran berkenaan; dan 

b.	 Keterlambatan penyelesaian pekeIjaan diakibatkan bukan 
karena kelalaian pengguna anggararr/pengguna 
barangj'rekanan, namun karena forcemajeur, 

Paragraf2
 
Dana Cadangan
 

Pasa135
 

(1)	 Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana 
cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD; 

(2)	 Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan 
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang pembentukan dana cadangan; 

(3)	 Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana 
cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan 
kegiatan; 

(4)	 Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke 
rekening kas umum daerah; 

(5)	 Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4J paling tinggi 
sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai 
pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana 
cadangan; 

(6)	 Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas 
persetujuan PPKD; 
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(7)	 Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
telah selesai dilaksanakan dan target kineIjanya te1ah tercapai, maka 
dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, 
dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. 

Pasa136 

(1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana 
cadangan belurn digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana 
tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil 
tetap dengan risiko rendah; 

(2) Penerimaan hasi! bungajdeviden rekening dana cadangan dan 
penempatan dalam portofo!io sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menambah jumlah dana cadangan; 

(3)Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. deposito; 
b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 
c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN); 
d. Surat Utang Negara (SUN); dan 
e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. 

(4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari 
dana cadangan diperiakukan sarna dengan penatausahaan 
pe!aksanaan program/ kegiatan lainnya. 

Paragraf3
 

Investasi
 

Pasa137
 

(1)	 lnvestasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening 
penyertaan modal (investasi) daerah; 

(2)	 Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada 
rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi 
modal). 

Paragraf4
 
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
 

Pasa138 

(1)	 Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui 
rekening kas umum daerah; 
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(2)	 Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman 
pihak lain; 

(3)	 Pendapatan daerah danj'atau aset daerah (barang milik daerah) tidak 
boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah; 

(4)	 Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik 
daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan 
obligasi daerah. 

Pasal39 

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan 
obligasi daerah. 

Pasal40 

(1)	 Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan 
kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 
Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan; 

(2)	 Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. jumlah penerimaan pinjaman; 

b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan 
c. sisa pinjaman. 

Pasal41 

(1)	 Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang darr/atau 
obligasi daerah yang telah jatuh tempo; 

(2)	 Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak 
mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang darr/atau 
obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat 
melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau 
setelah perubahan APBD. 

Pasal42 

(1)	 Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi 
daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam 
pembahasan awal perubahan APBD; 

(2)	 Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang darr/atau obligasi 
daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam 
laporan realisasi anggaran. 
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Pasal43 

(1)	 Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok 
utang danjatau obligasi daerah yang jatuh tempo; 

(2)	 Pembayaran bunga pinjaman darr/atau obligasi daerah dicatat pada 
rekening belanja bunga; 

(3)	 Pembayaran denda pinjarnan danj'atau obligasi daerah dicatat pada 
rekening belanja bunga; 

(4)	 Pembayaran pokok pinjaman danj'atau obligasi daerah dicatat pada 
rekening cicilan pokok utang yangjatuh tempo. 

Paragraf 5 

Piutang Daerah 

Pasa144 

(1)	 Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu; 

(2)	 PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau 
tagihan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD. 

Pasa145 

(1)	 Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya 
pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

(2)	 Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan 
piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan 
penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal46 

(1)	 Piutang daerah yang teIjadi sebagai akibat hubungan keperdataan 
dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang 
cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang­
undangan; 

(2)	 Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan 
penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara 
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang­
undangan; 

(3)	 Penghapusan piutang daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh: 

a. Bupati untuk jurnlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
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miliar rupiafij; 

b.	 Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah Iebih dari 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal 47 

(1)	 Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan 
piutang daerah; 

(2)	 Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan 
administrasi penagihan. 

Pasal 48 

(1)	 Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang 
kepada Bupati; 

(2)	 Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan 
dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran 
berjalan. 

Paragraf6
 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
 

Pasal 49
 

(1)	 PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang 
perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala 
SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan 
kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD; 

(2)	 DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan 
seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD); 

(3)	 Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap 
rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami 
penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan 
penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum 
dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan; 

(4)	 DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan 
oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah. 
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BABIV
 
PENGELOLAAN KAS
 

Bagian Kesatu
 
Pengelolaan Penerirnaan dan Pengeluaran Kas
 

Pasal50
 

(1)	 BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerirnaan dan 
pengeluaran kas daerah 

(2)	 Untuk rnengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
BUD rnernbuka rekening kas urnurn daerah pada bank yang sehat 

(3)	 Penunjukan bank yang sehat sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada 
DPRD. 

Pasal 51 

Untuk rnendekatkan pelayanan pelaksanaan penerirnaan dan pengeluaran 
kas kepada SKPD atau rnasyarakat, BUD dapat rnernbuka rekening 
penerirnaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh 
Bupati. 

Pasal 52 

(I)	 Rekening penerirnaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 51 
digunakan untuk rnenampung penerirnaan daerah setiap hari; 

(2)	 Saldo rekening penerimaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) 
setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas 
urnurn daerah. 

Pasal53 

(1)	 Rekening pengeluaran sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 51 diisi 
dengan dana yang bersurnber dari rekening kas urnurn daerah; 

(2)	 Jurnlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) disesuaikan dengan rencana 
pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD. 

Bagian Kedua
 
Pengelolaan Kas Non Anggaran
 

Pasal 54
 

(I)	 Pengelolaan kas non anggaran rnencerminkan penerirnaan dan 
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pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah; 

(2)	 Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: 
a. potongan Taspen; 
b. potongan Askes; 
c. potongan PPh; 
d. potongan PPN; 
e. penerimaan titipan uang muka; 
f. penerimaan uangjaminan; dan 
g. penerimaan lainnya yang sejenis. 

(3)	 Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: 
a. penyetoran Taspen; 
b. penyetoran Askes; 
c. penyetoran PPh; 
d. penyetoran PPN; 
e. pengembalian titipan uang muka; 
f. pengembalian uang jaminan; dan 
g. pengeluaran lainnya yang sejenis. 

(4)	 Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan 
sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga; 

(5)	 Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga; 

(6)	 lnformasi penerimaan kas dan penge1uaran kas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas 
non anggaran; 

(7)	 Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 

(8)	 Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

BABV
 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
 

Bagian Kesatu
 
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
 

Pasal55 

(1)	 Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara 
penerimaan/ penge1uaran dan orang atau badan yang menerima atau 
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menguasai uang/barangj'kekayaan daerah wajib menyelenggarakan 
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

(2)	 Pejabat yang menandatangani darr/atau mengesahkan dokumen yang 
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau 
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap 
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat 
bukti dimaksud. 

Bagian Kedua
 
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
 

Pasal56
 

(1)	 Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 
a.	 pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b.	 pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 
c.	 pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ; 
d.	 pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 
e.	 bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; 
f.	 bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja 

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, 
belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran 
pembiayaan pada SKPKD; 

g.	 bendahara penerimaan pembantu dan Zatau bendahara pengeluaran 
pembantu SKPD; dan 

h.	 pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

(2)	 Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna 
anggaranj'kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hurufb dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan; 

(3)	 Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
h, didelegasikan oleh Bupati kepada kepala SKPD; 

(4)	 Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup: 
a.	 PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD; 
b.	 PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa 

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 
c.	 pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti 

pemungutan pendapatan daerah; 
d.	 pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan 

kas dan bukti penerlmaan lainnya yang sah; dan 
e.	 pembantu bendahara penerimaan darr/atau pembantu bendahara 

pengeluaran. 

33 



(5)	 Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) 
dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. 

Pasal57 

(1)	 Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara 
penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu 
bendahara; 

(2)	 Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen 
pengeluaran; 

(3)	 Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran 
uang atau pengurusan gaji penerimaan uang serta pengurusan gaji. 

BAB VI
 
PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANAPBD
 

Bagian Kesatu
 
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja
 

Pasal58
 

(1)	 Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran 
pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran 
yang menjadi tanggung jawabnya; 

(2)	 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; 

(3)	 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diaiapkan oleh PPK­
SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk 
ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran 
pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan 
berikutnya paling lama 7 [tujuh) hari kerja setelah semester pertama 
tahun anggaran berkenaan berakhir; 

(4)	 Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester 
pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis 
untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi 
semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh] hari kerja sete1ah 
semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. 
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Pasal59 

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara 
menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran 
pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan 
disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan 
keuangan daerah. 

Pasal60 

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) 
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disaropaikan 
kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran 
berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama 
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

Pasal6I 

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) 
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disampaikan 
kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli 
tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Kedua
 
Laporan Tahunan
 

PasaI62
 

(1)	 PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran 
berkenaan dan disaropaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan 
sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD; 

(2)	 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal63 

(1)	 Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 
(1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

(2)	 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh 
pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang 
berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya; 

(3)	 Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
dari: 
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a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; dan 
c. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(4)	 Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan surat pemyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan 
APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan 
berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan Standar 
Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan. 

PasaI64 

(1)	 PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara 
menggabungkan laporan-Iaporan keuangan SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
berakhimya tahun anggaran berkenaan; 

(2)	 Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku 
koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

(3)	 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; dan 
d. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(4)	 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan 
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan; 

(5)	 Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilampiri dengan Iaporan ikhtisar realisasi kinerja dan 
Iaporan keuangan Badan Usaha Milik DaerahfPerusahaan Daerah; 

(6)	 Lapcran ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) disusun dari ringkasan Iaporan keterangan pertanggungjawaban 
Bupati dan Iaporan kinerja intern di Iingkungan Pemerintah Daerah; 

(7)	 Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang 
mengatur mengenai Iaporan kinerja intern di Iingkungan Pemerintah 
Daerah; 

(8)	 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilampiri dengan surat pemyataan Bupati bahwa pengelolaan 
APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan 
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berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai, sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal65 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) 
huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal66 

(1)	 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) 
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) urituk 

dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir; 

(2)	 Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap 
laporan keuangan pemerintahan daerah berdasarkan hasil 
pemeriksaan BPK. 

Pasal67 

Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya sebagaimana 
tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal68 

Ketentuan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/dasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam 
lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal69 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggall Januari 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lampung Barat. 

2016 

Diundangkan di Krui 
pada tanggal :s I> tllS tP\ b(t" 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
PESISlR T, 

BERITA D UPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR 
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